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Tanah merupakan aset berharga dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama
sebagai wadah untuk menikmati atas kepemilikan tanah yang dikuasai. Namun,
tanah sendiri memiliki fungsi sosial didalamnya, sehingga didalam syaratnya tanah
bisa dikuasai negara selama tidak melanggar Undang Undang dan ada ganti rugi
yang layak dan adil. Pada konteks ganti rugi pengadaan tanah, pemerintah
seringkali terpaku pada nilai ganti rugi yang adil berdasarkan ketentutan Undang
Undang saja, tanpa ada nya pertimbangan keadilan secara substantif yang juga hadir
dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan timbul ketika pemilik hak atas
tanah tidak menemukan opsi keadilan secara substantif dan hanya terpaku pada
standar adil admistratif. Pemerintah perlu mempertimbangkan asas kepatutan
dalam KUHPerdata sebagai parameter korektif utama untuk menilai apakah standar
layak dan adil telah terpenuhi, sekaligus menguji apakah Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) dapat dipakai untuk mengoreksi kondisi ketika nilai ganti rugi
formalnya sah namun secara substansi terasa tidak adil.
Perlindungan hak milik dalam KUHPerdata tidak dapat dilepaskan dari pergeseran
paradigma setelah hadirnya UUPA 1960 yang menekankan fungsi sosial atas tanah.
Dengan kerangka ini, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dipahami sebagai
bentuk pembatasan/pencabutan hak yang secara prinsip dimungkinkan, sepanjang
dilaksanakan sesuai prosedur dan disertai ganti kerugian yang patut. Namun dalam
praktik pembangunan infrastruktur skala besar, termasuk proyek strategis nasional
seperti KCJB, proses percepatan kerap membuat kepastian prosedural menjadi
dominan, sementara “keadilan substantif” menjadi rentan terpinggirkan. Oleh
karena itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya asas kepatutan sebagai
jembatan yang menjaga keseimbangan: hukum tetap berjalan, tetapi tidak
kehilangan legitimasi moral dan sosialnya di mata masyarakat terdampak.
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum ditinjau dari prinsip ganti rugi yang layak dan adil berdasarkan
asas kepatutan dalam KUHPerdata, serta untuk menilai kemungkinan penerapan
perbuatan melawan hukum (PMH) ketika nilai ganti rugi telah dinyatakan sah
menurut mekanisme pengadaan tanah, namun secara substantif tidak
mencerminkan rasa keadilan bagi warga terdampak. Dengan demikian, skripsi ini
tidak hanya berhenti pada pembacaan formal terhadap aturan, tetapi juga berupaya
menguji isi keadilan dari pelaksanaan pengadaan tanah melalui ukuran kepatutan.
Skripsi ini berangkat dari pemahaman bahwa tanah bukan sekadar benda ekonomi,
melainkan juga memiliki nilai sosial, budaya, bahkan psikologis bagi pemiliknya.
Dalam konteks KUHPerdata, hak milik merupakan hak kebendaan yang kuat dan
penuh, namun dalam perkembangan hukum agraria Indonesia pasca-UUPA 1960,
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hak atas tanah juga melekat pada gagasan fungsi sosial. Artinya, negara dapat
melakukan pengadaan tanah demi kepentingan umum, tetapi kewenangan tersebut
tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Negara tetap berkewajiban
memastikan bahwa pemilik hak memperoleh kompensasi yang patut, sehingga
pelepasan hak tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi masyarakat terdampak.
Pada titik inilah skripsi ini menekankan pentingnya asas kepatutan sebagai
parameter korektif untuk menilai apakah standar layak dan adil itu sungguh
diwujudkan, bukan sekadar tertulis dalam norma.
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif (yuridis-doktrinal) yang bertumpu pada studi
kepustakaan. Pendekatan yang dipakai menitikberatkan pada pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta analisis sinkronisasi antara
rezim pengadaan tanah dan instrumen KUHPerdata. Bahan hukum primer
mencakup UUD 1945, KUHPerdata, UUPA, UU Nomor 2 Tahun 2012, UU Cipta
Kerja, serta PP Nomor 19 Tahun 2021 beserta aturan pelaksananya. Adapun bahan
hukum sekunder diperoleh dari literatur dan kajian ilmiah mengenai pengadaan
tanah, asas kepatutan, ganti rugi, dan PMH.
Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini mengungkapkan bahwa secara
normatif UU Nomor 2 Tahun 2012 telah menyediakan kerangka pemberian ganti
kerugian yang luas, baik dari segi komponen yang dinilai (tanah, bangunan,
tanaman, ruang atas/bawah tanah, benda terkait, hingga kerugian lain yang dapat
dinilai) maupun dari segi bentuk kompensasi (uang, tanah pengganti, permukiman
kembali, saham, atau bentuk lain yang disepakati). Namun, karena norma layak dan
adil bersifat terbuka, penerapannya dalam praktik sangat bergantung pada cara
penilaian dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa
asas kepatutan perlu diposisikan sebagai ukuran yang lebih nyata, sehingga ganti
rugi tidak semata dinilai dari formalitas administrasi atau nilai ekonomi yang
sempit. Dalam konteks ini, ganti rugi dinilai tidak patut apabila musyawarah
dijalankan sebatas formalitas, apabila kompensasi mengabaikan dampak sosial-
ekonomi pihak terdampak, atau apabila beban pembangunan ditimpakan secara
tidak seimbang kepada masyarakat.
Selanjutnya, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa secara doktrinal PMH
(Pasal 1365 KUHPerdata) pada prinsipnya dapat dijadikan instrumen korektif
ketika suatu tindakan menimbulkan kerugian dan melanggar kepatutan, terlebih
karena makna melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma
tertulis. Argumentasi tersebut diperkuat oleh Pasal 1339 KUHPerdata yang
menempatkan kepatutan sebagai sumber kewajiban hukum. Namun, penelitian ini
menyoroti adanya hambatan dalam praktik, karena penyelesaian sengketa ganti rugi
pengadaan tanah sering diarahkan pada jalur keberatan sebagai mekanisme khusus,
sementara gugatan PMH kerap dipandang bukan jalur yang tepat ketika prosedur
formal dianggap sudah terpenuhi dan hasil penilaian dinilai objektif. Akibatnya,
asas kepatutan sebagai ukuran substantif cenderung tidak diuji secara mendalam
dalam praktik.
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Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan adanya penguatan
kebijakan dan praktik pelaksanaan pengadaan tanah agar frasa layak dan adil tidak
direduksi menjadi formalitas. Pemerintah, panitia pengadaan tanah, dan penilai
perlu mengintegrasikan asas kepatutan secara lebih konkret dalam penilaian ganti
rugi, termasuk mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang nyata, serta
memastikan musyawarah berjalan sebagai ruang pencarian kesepakatan yang
bermakna, bukan sekadar prosedur administratif. Di sisi penegakan hukum,
penelitian ini juga mendorong interpretasi yang lebih substantif agar keadilan tidak
berhenti pada pemenuhan prosedur, melainkan juga mempertimbangkan apakah
hasil akhirnya benar-benar wajar dan seimbang bagi masyarakat terdampak.
Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap
pengembangan pemikiran hukum pengadaan tanah di Indonesia, terutama dalam
memperkuat posisi asas kepatutan sebagai parameter korektif untuk menguji
kualitas keadilan ganti rugi. Kontribusi tersebut juga terlihat dalam upaya
mempertemukan rezim pengadaan tanah (yang berorientasi administrasi-publik)
dengan instrumen KUHPerdata seperti kepatutan dan PMH, sehingga diskursus
layak dan adil tidak berhenti sebagai slogan normatif, tetapi memiliki basis
argumentasi yang lebih tajam untuk menilai dan mengoreksi praktik yang terlalu
prosedural.
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ABSTRAK

AZKA ADZIKRA FAHREZY, Februari 2026. GANTI RUGI PENGADAAN
TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS KERETA
CEPAT (JAKARTA-BANDUNG). Skripsi, Program Sarjana Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman.
Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik
sebagai ruang hidup maupun sebagai aset ekonomi. Dalam konteks pembangunan
infrastruktur untuk kepentingan umum, pengadaan tanah menjadi kebutuhan yang
tidak dapat dihindari, namun sering menimbulkan persoalan ketika penetapan ganti
rugi dianggap tidak mencerminkan prinsip layak dan adil. Hal tersebut tampak
dalam pelaksanaan pengadaan tanah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung
(KCJB), di mana nilai ganti rugi dapat saja sah secara prosedural, tetapi tetap
dipersoalkan karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi warga terdampak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengadaan tanah ditinjau
dari prinsip ganti rugi yang layak dan adil berdasarkan asas kepatutan dalam
KUHPerdata, serta menilai kemungkinan penerapan Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) ketika nilai ganti rugi sah secara hukum namun tidak adil secara substantif.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 2 Tahun
2012 telah mengatur kerangka ganti kerugian dan bentuk kompensasi, namun
penerapannya berpotensi formalistik karena standar “layak dan adil” bersifat
terbuka, sehingga asas kepatutan diperlukan sebagai ukuran korektif untuk menilai
kewajaran dan keseimbangan kompensasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa
PMH secara normatif dimungkinkan, tetapi dalam praktik menghadapi hambatan
karena penyelesaian sengketa ganti rugi cenderung diarahkan pada mekanisme
keberatan sebagai jalur khusus. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada
penguatan penerapan asas kepatutan dalam penilaian ganti rugi dan pembaruan
kebijakan agar prinsip layak dan adil benar-benar melindungi masyarakat
terdampak pengadaan tanah.

Kata Kunci: Pengadaan tanah, Ganti Kerugian, Asas Kepatutan, Perbuatan

Melawan Hukum, KCJB.
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